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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja 

sebagimana yang dimaksud dengan pasal 341 KUHP dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap ibu kandung 

selaku pelaku pembunuhan anak. penulis menelitinya dan mendapatkan bahwa tindak pidana pembunuhan anak 

secarah sengaja sebelum dijatuhi pidana harus dibuktikan dari unsur-unsur kejadiannya. Peristiwa pembunuhan 

yang dilakukan oleh ibu kandung sebelum dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang pidana haruslah  di 

buktikan dengan unsur kejadiannya. Unsur yang dimaksud adalah : Unsur kesengajaan, atau juga yang disebut 

unsur subjektif yaitu niat batin pelaku yang timbul karena sengaja, sebagaimana dalam pasal 3378 KUHP Dan 

Peran kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan putusan 

atau pidana yang dijalankan oleh alat penegak hukum lewat fungsi masing-masing dalam penanganan kasus 

pembunuhan anak oleh ibu kandung harus didasarkan pada hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif . dan Analisis Data dalam penulisan 

skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung 

merupakan gambaran bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah yang dalam 

pembuktiannya alat penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur secara cermat yang disangkakan kepada 

pelaku. 

Kata Kunci: Pidana, Ibu, Anak, Pembunuhan, Unsur. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Angka kriminalitas di Indo$ne$sia te$rbilang cukup tinggi dari tahun ke$ tahun. Hal  ini 

me$nggambarkan cita-cita Ne$gara ini di ranah pe$ne$gakan hukum masih jauh dari apa yang 

diinginkan, me$skipun aparatur pe$ne$gak hukum be$se$rta undang-undangnya nyaris tanpa ce$lah 

untuk dilanggar, namun ke$nyataannya masih didapati tindak pidana yang dilakukan be$rbagai 

o$knum te$rte$ntu di ne$gara ini.  

Salah satu tindak pidana yang marak te$rjadi be$lakangan ini adalah tindak pidana 

pe$mbunuhan anak. Tindak pidana ini hampir te$rjadi di se$luruh wilayah Indo$ne$sia. Disadari 

atau tidak situasi e$ko$no$mi yang sulit kare$na re$se$si e$ko$no$mi yang be$rke$panjangan 

me$nye$babkan sulitnya o$rang untuk me$ncari lapangan pe$ke$rjaan se$hinga tingkat pe$ngangguran 

se$makin me$ningkat. Dalam situasi yang se$rba sulit ini, banyak masyarakat yang amat sukar 

untuk me$me$nuhi ke$butuhan po$ko$knya yaitu sandang, pangan dan papan. 

Namun fakto$r ke$tidakbe$rdayaan e$ko$no$mi yang paling do$minan me$nye$babkan  te$rjadinya 

pe$mbunuhan anak de$ngan se$ngaja. Bagi se$o$rang wanita karir yang mo$de$rn yang mapan dari 

se$gi e$ko$no$mi ia tidak pe$rlu me$rasa malu untuk me$lahirkan se$o$rang anak walaupun tanpa ayah 

se$hingga tidak pe$rlu untuk me$mbunuhnya. 

Namun apapun alasannya, apabila ia te$rbukti me$lakukan pe$mbunuhan de$ngan se$ngaja 

te$rhadap anaknya se$ndiri maka ia dianggap te$lah me$lakukan tindak pidana se$bagaimana 

dimaksudkan dalam  Pasal 341 KUHP, me$nye$butkan: 

Se$o$rang ibu yang de$ngan se$ngaja me$nghilangkan jiwa anaknya pada ke$tika dilahirkan 

atau tidak be$rapa lama se$sudah dilahirkan, kare$na takut ke$tahuan bahwa ia sudah 
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me$lahirkan anak, dihukum kare$na makar mati te$rhadap anak (kinde$rdo$o$dslag) de$ngan 

hukuman pe$njara se$lama-lamanya tujuh tahun".1 

Me$mpe$lajari suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana de$ngan me$mpe$lajari 

unsur-unsurnya, baik unsur subye$ktif maupun unsur-unsur   o$bye$ktif sangat pe$nting me$ngingat 

bahwa se$se$o$rang yang disangka te$lah me$lakukan suatu pe$rbuatan hanya dapat dipidana apabila 

se$mua unsur yang ada dalam pasal yang  dituduhkan  te$rbukti. Salah satu saja atau be$be$rapa 

unsur yang ada dalam pasal yang dituduhkan tidak te$rbukti, maka o$rang yang disangka 

(didakwa) me$lakukan tindak pidana te$rse$but haruslah dibe$baskan dari tuntutan hukum (o$ntslag 

van alle$re$chtve$rvo$lging). 

O$le$h se$bab itu de$ngan me$mbahas tindak pidana pe$mbunuhan anak de$ngan se$ngaja yang 

diatur dalam ke$te$ntuan pidana pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka se$cara 

te$o$ritis kita akan me$ndapatkan gambaran yang je$las unsur-unsur (baik unsur subye$ktif maupun 

unsur-unsur o$bye$ktif) 

Dari se$gi praktis bahwa pe$mbahasan atas ke$te$ntuan pidana pasal 341 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang me$ngatur me$nge$nai tindak-tindak pidana pe$mbunuhan anak 

de$ngan se$ngaja sangat be$rguna se$bagai tindakan pe$nce$gahan (re$pre$sif) bagi o$rang yang 

disangka/didakwa te$lah me$langgar ke$te$ntuan pidana pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

Tindak pidana pe$mbunuhan me$rupakan suatu tindak pidana mate$rial (matrie$e$l de$lict) yaitu 

suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap se$bagai te$lah se$le$sai diiakukan o$le$h pe$lakunya 

de$ngan timbuinya akibat yang te$rlarang atau yang tidak dike$he$ndaki o$le$h undang-undang. 

Se$be$lum dapat me$mastikan me$nge$nai siapa yang se$be$narnya dapat   dipandang se$bagai pe$laku 

suatu tindak pidana pe$mbunuhan, le$bih dahulu o$rang harus me$mastikan te$ntang tindakan atau 

pe$nlaku mana yang se$be$narnya dapat dipandang se$bagai pe$nye$bab dari timbuinya akibat yang 

te$rlarang atau yang tidak dike$he$ndaki o$le$h undang-undang yakni be$rupa hilangya nyawa o$rang 

lain. 

Dari hal di atas dapat dike$tahui bahwa ajaran te$ntang se$bab dan akibat (causalite$itsle$e$r) itu 

me$mpunyai arti yang sangat me$ne$ntukan bagi usaha o$rang untuk me$mastikan me$nge$nai siapa 

yang se$be$narnya dapat dipandang se$bagai pe$laku dari suatu tindak pidana pe$mbunuhan, kare$na 

yang dapat dipandang se$bagai pe$laku dan suatu tindak pidana pe$mbunuhan itu pastilah o$rang 

yang tindakannya/ pe$rilakunya dapat dipandang se$bagai pe$nye$bab dari timbuinya akibat 

be$rupa hilangnya nyawa o$rang lain yaitu bayi yang baru dilahirkan. Ke$mbali ke$pada unsur-

unsur ke$te$ntuan pidana pasal 341 KUHPidana. Unsur subye$ktrf dari tindak pidana 

pe$mbunuhan anak yang diatur dalam ke$te$ntuan pidana pasal 341 KUHPidana yakni unsur 

de$ngan se$ngaja (o$pze$tte$lijk). 

KUHPidana ini, S.R. Sianturi me$ngo$me$ntari se$bagai be$rikut: 

Unsur se$ngaja me$liputi tindakannya dan o$bye$knya. Artinya ia me$nge$tahui dan 

me$nghe$ndaki matinya se$se$o$rang de$ngan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah 

te$rutama pe$rbe$daan antara pe$mbunuhan de$ngan pe$nganiayaan, yang me$ngakibatkan 

matinya o$rang lain itu. 

Dalam prakte$k hukum justru me$nge$nai inilah yang se$ring sulit pe$mbuktiannya. Apakah 

si pe$tindak itu be$rke$he$ndak untuk me$ngambil nyawa atau hanya me$mbuat ce$de$ra sang o$bye$k, 

dalam prakte$k se$ring dapat dilihat dari rangkaian pe$rbuatannya se$be$lum pe$rbuatan akhir 

me$nge$nai sang ko$rban.2 

 
1 Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengakp Pasal Demi Pasal 

Politea-Bogor, Tanpa Tahun 

2 Ibid. hal. 485. 
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De$mikian juga dalam hal pe$mbunuhan anak apakah itu dilakukan de$ngan se$ngaja 

ataukah tidak. Bagaimana cara me$ninggalnya anak te$rse$but, bagaimana pro$se$s te$rjadinya 

pe$mbunuhan itu apakah de$ngan jalan me$nce$kik atau de$ngan cara lain. Se$bab bisa saja si ibu 

be$rdalih bahwa anak yang dilahirkannya sudah mati. 

Se$iring de$ngang pe$rke$mbangan masyarakat, maka tindak pidana ke$jahatan se$makain 

be$rvariasi. Marwan Go$e$nadi me$nyatakan suatu hal yang harus se$lalu diingat ialah, banyaknya 

ke$jahatan maupun macamnya ke$jahatan itu me$nce$rmikan tipe$ masyarakat dimana ke$jahatan 

itu te$rjadi dan susunan masyarakat me$mpe$ngaruhi be$ntuknya. 3 

Co$nto$h kasus di Indramayu se$o$rang ibu be$rinisial N (43) di duga me$mbuang anaknya, 

MR (13), de$ngan ko$ndisi tanga  te$rikat hingga me$ninggal di saluran irigasi di kabupate$n 

Indramayu Jawa Barat. Pe$ristiwa ini me$nambah panjang kasus pe$mbunuhan yang pe$lakunya 

masih ke$luarga ko$rban4 

     Untuk itu di dalam proses ini akan melalui proses Hukum Acara Pidana, Hukum acara 

pidana mencakup seluruh regulasi yang mengatur proses pelaksanaan hukum pidana, mulai 

dari penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Ini mencakup semua tahapan yang dilalui 

dalam sistem peradilan pidana.5 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pe$mbunuhan anak de$ngan se$ngaja 

se$bagaimana dimaksud dalam pasal 341 KUHP ? 

2. Bagaimanakah pe$ne$gakkan hukum te$rhadap ibu kandung pe$laku pe$mbunuhan anak ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk me$nge$tahui bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pe$mbunuhan anak de$ngan 

se$ngaja se$bagaimana dimaksud dalam pasal 341 KUHP ? 

2. Untuk me$nge$tahui bagaimanakah pe$ne$gakkan hukum te$rhadap ibu kandung pe$laku 

pe$mbunuhan anak ? 

II. Metode Penelitian 

Pe$ne$litian ini me$ngunakan me$to$de$ pe$ne$litian no$rmatif de$ngan je$nis pe$nde$katan pe$rundang-

undangan. Pe$ne$litian hukum no$rmative$ juga se$ring dise$but de$ngan pe$ne$litian hukum 

pe$rpustakaan dan de$ngan se$butan baha lain adalah library re$se$arch10. 

Pe$nulis me$yakini bahwa de$ngan me$nggunakan me$to$de$ pe$ne$litian no$rmatif dapat me$njawab 

rumusan masalah yang dirumuskan o$le$h pe$ne$liti didalam pe$ne$litian ini.  

Pe$ne$litian hukum me$rupakan suatu Te$knik, atau cara dan alat yang dipe$rgunakan untuk 

me$ne$mukan, me$nge$mbangkan, dan me$nguji ke$be$naran dan atau ke$tidakbe$naran suatu 

pe$nge$tahuan, ge$jala, atau hio$te$sa de$ngan me$nggunakan me$to$de$ ilmiah. 

 

III. Hasil Dan Pembahasan 

1. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak dengan sengaja sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 341 KUHP. 

Pe$mbunuhan anak de$ngan se$ngaja di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

te$gasnya diatur me$lalui bunyi rumusan Pasal 341. 

Pasal 341 KUHP, me$nye$butkan: 

Se$o$rang ibu yang de$ngan se$ngaja me$nghilangkan jiwa anaknya pada ke$tika dilahirkan atau 

tidak be$rapa lama se$sudah dilahirkan, kare$na takut ke$tahuan bahwa ia sudah me$lahirkan 

 
3http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/kriminalistik.html diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 

4 https://www.kompas.id kasus pembunuhan anak di Indramayu diakses tanggal 20 September 2024 
5 Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R. S., Runtunuwu, Y. B., Sihombing, G. K. H. P., Siagian, A. A., ... & 

Irwansyah, I. (2023). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Gita Lentera. 

http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/kriminalistik.html
https://www.kompas.id/
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anak, dihukum kare$na makar mati te$rhadap anak (kinde$rdo$o$dslag) de$ngan hukuman pe$njara 

se$lama-lamanya tujuh tahun".6 

Untuk   me$mahami   maksud   rumusan   pasal   te$rse$but   baiklah dipe$rhatikan unsur-

unsur pasalnya yakni se$pe$rti be$rikut: 

• Unsur pe$rtama     

(Se$o$rang ibu) 

• Unsur ke$dua      

(De$ngan se$ngaja) 

• Unsur ke$tiga   

(Me$nghilangkan jiwa anaknya) 

• Unsur ke$e$mpat 

(Ke$tikadilahirkan atau tidak be$rapa lama se$sudah  dilahirkan) 

• Unsur ke$lima   

(Kare$na takut ke$tahuan bahwa ia sudah me$lahirkan anak) 

- Unsur Pe$rtama: Se$o$rang Ibu. 

S.R. Sianturi be$rpe$ndapat bahwa : 

Subye$knya adalah se$o$rang ibu yang me$lahirkan atau tidak lama se$sudah me$lahirkan. Jadi 

sangat te$rbatas yaitu hanya ibu kandung dari anak itu saja yang mungkin me$lakukan ke$jahatan 

ini".7 

Bahwa te$rnyata unsur pe$rtama dari pasal 341 KUHP yakni me$nyangkut se$butan se$o$rang 

ibu me$ngandung arti yang ditujukan te$rhadap se$o$rang wanita atau pe$re$mpuan me$lahirkan atau 

tidak lama se$sudah me$lahirkan anaknya.  Se$hingga me$njadi je$las di sini bahwa pe$tindak atau 

unsur subye$knya dari Pasal 341 KUHP adalah ibu kandung dari anak itu se$ndiri. 

- Unsur ke$dua : de$ngan se$ngaja 

Se$bagaimana dike$tahui be$rsama bahwa unsur se$ngaja dalam prakte$k pe$radilan pidana 

adalah me$rupakan unsur yang me$mbe$ratkan pe$tindak atau pe$laku dan suatu tindak pidana. 

Dalam pada itu unsur ini dirasa sangat pe$nting untuk dike$tahui apa maksud se$butan "se$ngaja" 

yang dirumuskan me$lalui bunyi ke$te$ntuan Pasal 341 KUHP. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indo$ne$sia karangan W.J.S. Po$e$rwadarminta dise$butkan: 

"Se$ngaja; (de$ngan se$ngaja, dise$ngaja) me$mang dimaksudkan (diniatkan, 

dike$he$ndaki)".8 

Apabila dilihat di atas ini maka dari pandangan Bahasa Indo$ne$sia se$butan "se$ngaja" 

me$ngandung arti dimaksudkan, diniatkan atau dike$he$ndaki. 

Me$nurut W. Bawe$ngan Ge$rso$n bahwa : 

"Niat  yang  diwarnai de$ngan sifat me$lawan hukum ke$mudian dimanife$stasikan dalam be$ntuk 

pe$rbuatan, me$njadilah suatu pe$rbuatan se$ngaja yang dalam llmu Hukum pidana dise$but 

do$lus".9 

Be$rbicara te$ntang se$butan "se$ngaja" di dalam ilmu pe$nge$tahuan hukum di sana dike$nal 

be$rbagai macam be$ntuk. Unsur se$ngaja ini adalah te$rje$mahan dari Bahasa Be$landa yaitu "o$pze$f. 

 
6 R.   Soesilo   Kitab   Undang-Undang  Hukum   Pidana  Serta   Komentar-Komentarnya Lengakp Pasal Demi 

Pasal, Politea-Bogor, 1984, hal. 209. 

7 S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 493. 

8 W.J.S. Poerwadarminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1987, hal. 913. 

9 W. Bawengan Gerson, Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek, PT. Prasetya Pramita, Jakarta, 1983, hal. 

83. 
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Unsur se$ngaja ini dalam lite$ratur ilmu hukum pidana sudah be$gitu banyak dibicarakan 

me$nge$nai pe$nge$rtian yang te$rkandung di dalamnya, dan yang te$myata te$lah me$nimbulkan 

pe$ndapat-pe$ndapat atau te$o$ri-te$o$ri yang nampaknya agak be$rbe$da satu de$ngan yang lainnya. 

Pe$ndapat-pe$ndapat itu timbul kare$na te$myata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak 

me$mbe$rikan pe$nje$lasan me$nge$nai pe$nge$rtian dari pada unsur se$ngaja te$rse$but. 

Be$rbe$da de$ngan Hukum Pidana yang pe$rnah be$rlaku di ne$ge$ri Be$landa se$be$lumnya yaitu 

KUHPidana Tahun 1809 di mana pe$nge$rtian o$pze$t dibe$rikan o$le$h pe$mbuat Undang-Undang 

yaitu ke$he$ndak untuk me$lakukan hal yang dilarang o$le$h Undang-Undang. 

Se$cara te$o$ritis atau dalam te$o$ri hukum pidana dike$nal adanya dua te$o$ri yang 

nampaknya be$rbe$da, me$nge$nai arti dari pada o$pze$t atau se$ngaja. Te$o$ri-te$o$ri te$rse$but adalah 

yang dike$nal de$ngan Vo$o$rste$lings the$o$rie$ dan Wils the$o$rie$. 

Le$bih lanjut unsur ke$se$ngajaan ini dalam ilmu pe$nge$tahuan dike$nal me$mpunyai 3 (tiga) 

co$rak atau tiga be$ntuk. 

Co$rak atau be$ntuk ke$se$ngajaan yang dimaksud yaitu: " 

1. O$pze$t ais o$o$gme$rk, 

2. o$pze$t bij ze$ke$rhe$ids be$we$stzjn, dan 

3. o$pze$t bij mo$ge$le$ijkhe$ids be$we$stzijn".10 

     De$ngan de$mikian bahwa unsur ke$se$ngajaan yang te$rsurat le$wat bunyi ke$te$ntuan Pasal 341 

KUHP adalah me$liputi tindakan dari subye$k (si ibu kandung) di mana ia me$nghe$ndaki 

ke$matian anaknya bahkan me$nyadari bahwa de$ngan pe$rbuatannya itu dapat me$ngakibatkan 

matinya si anak. Jadi ke$se$ngajaan di sini dimaksudkan adalah se$ngaja si ibu untuk me$rampas 

nyawa anakanya se$ndiri.  

- Unsur Ke$tiga : me$nghilangkan jiwa anaknya. 

Se$butan "me$nghilangkan jiwa” adalah suatu se$butan yang lazimnya digunakan o$le$h 

pe$mbe$ntuk undang-undang yang me$ngarah pada pe$nge$rtian "me$mbunuh" atau 

"me$ngakibatkan matinya se$se$o$rang". 

Me$nurut W.J.S. Po$e$rwadarminta bahwa : "me$mbunuh"; me$mbuat supaya mati; me$matikan".11 

Dalam hal ini dapatlah dipe$rhatikan bahwa se$butan yang digunakan dalam Pasal 341 KUHP 

yakni se$ngaja me$nghilangkan jiwa anaknya, me$ngandung arti se$ngaja me$mbunuh anaknya 

se$ndiri. 

- Unsur ke$e$mpat : ke$tika dilahirkan atau tidak be$rapa lama se$sudah dilahirkan. 

Me$mpe$rhatikan unsur ke$e$mpat dari pasal dimaksud di atas, me$nunjuk pada masalah waktu 

pe$laksanaan ke$he$ndak atau niat si ibu untuk me$mbunuh anak kandungnya tadi. Jadi apabila 

dikatakan "ke$tika dilahirkan" me$ngandung arti "saat atau waktu" dilahirkan anaknya. 

Se$dangkan bila dikatakan "tidak be$rapa lama se$sudah dilahirkan" me$ngandung arti "be$be$rapa 

saat atau tidak lama ke$mudian dari saat dilahirkan anaknya", dijalankannya niat atau maksud 

untuk me$mbunuh anak te$rse$but. 

Se$dangkan unsur ke$lima atau unsur te$rakhir, adalah me$rupakan unsur alasan dijalankannya 

niat atau ke$he$ndak si ibu untuk me$mbunuh anaknya se$ndiri se$bagaimana dike$mukakan be$rikut 

ini. 

- Unsur ke$lima: kare$na takut ke$tahuan bahwa ia sudah me$lahirkan anak. 

Unsur ke$lima ini o$le$h pe$nulis me$nye$butnya se$bagai unsur alasan si ibu untuk 

me$mbunuh atau me$nghilangkan jiwa anaknya se$ndiri, de$ngan arti alasan takut dike$tahui o$rang 

bahwa ia te$lah me$lahirkan se$o$rang anak. 

Te$tapi yang me$latar be$lakangi pe$mikiran sang ibu tadi dalam me$njalankan niat atau 

ke$he$ndaknya, de$se$babkan o$le$h be$rbagai alasan pula. Barangkali kare$na me$rasa malu apabila 

ada o$rang lain me$nge$tahui bahwa ia te$lah me$lahirkan anak, se$dangkan ayah dari anak itu 

 
10 Ibid hal  
11 W. J. S. Poerwadarminta., Op- Cit, hal. 169. 
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se$ndiri tidak be$rtanggung jawab akan ke$lahiran anak te$rse$but di muka bumi ini. Malahan bukan 

tidak mungkin jika dikatakan bahwa pe$ristiwa se$macam ini biasanya te$rjadi dise$babkan kare$na, 

se$te$lah si ibu me$minta pe$rtanggung jawab ke$pada calón ayah anak itu, tiba-tiba sang ayah 

me$nghilang atau me$larikan diri atau de$ngan kata lain si ayah me$nyangkali bahwa anak yang 

dikandung dari si ibu tadi bukan anaknya te$tapi anak o$rang lain. Dalam ke$adaan yang de$mikian 

nampaklah je$las pe$rtanggung jawab akan ke$lahiran si anak tadi, hanya dibe$bankan ke$pada si 

ibu. 

Be$rtalian de$ngan hal te$rse$but, baiklah ditinjau riwayat pe$mbe$ntukan Pasal 341 KUHP 

se$bagaimana dike$mukakan o$le$h Sato$chid Kartane$gara, di mana pada po$ko$knya me$nye$butkan 

se$bagai be$rikut: 

Pada waktu pe$mbe$ntukan pasal itu yang dimaksudkan de$ngan ibu adalah ibu yang tidak 

kawin de$ngan syah. Bagi se$o$rang ibu yang kawin de$ngan ayah adalah tidak alasan 

untuk dike$tahui te$lah me$lahirkan anak. Pada waktu pasal ini dipe$rde$batkan atau 

dite$laah o$le$h Parle$me$n Be$landa, se$o$rang anggo$ta me$ngusulkan agar di dalam pasal itu 

dinyatakan de$ngan te$gas "ibu yang tidak kawin" (de$ o$nge$huwde$mo$e$de$r), akan te$tapi 

usul ini dito$lak o$le$h Me$nte$ri Ke$hakiman Be$landa de$ngan alasan bahwa bagi ibu yang 

kawin syah (de$ge$huwde$ mo$e$de$r) tidak ada alasan me$rasa takut me$lahirkan anak".12 

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu 

Kepada Anak  

Hukum adalah untuk manusia maka pe$laksanaan hukum atau pe$ne$gakan hukum harus 

me$mbe$rikan manfaat atau ke$gunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat be$rke$pe$ntingan 

bahwa dalam pe$laksanaan atau pe$ne$gakan hukum ke$adilan harus dipe$rtahankan. Kualitas 

pe$mbangunan dan pe$ne$gakan hukum yang dituntut. 

Hukum harus dilaksanakan dan dite$gakkan se$tiap o$rang. Me$ngharapkan dapat 

dite$tapkannya hukum dalam hal ini te$rjadi pe$ristiwa ko$nkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang 

harus be$rlaku pada dasarnya tidak dibo$le$hkan  me$nyimpang, fiat juztitia e$t pre$at mundus yang 

artinya me$skipun dunia ini runtuh hukum harus dite$gakkan. Itulah yang diinginkan ke$pastian 

hukum. Ke$pastian hukum me$rupakan pe$rlindungan iustisiabe$l te$rhadap tindakan se$we$nang-

we$nang yang be$rarti bahwa se$se$o$rang akan dapat me$mpe$ro$le$h se$suatu yang diharapkan dalam 

ke$adaan te$rte$ntu agar masyarakat me$ngharapkan adanya ke$pastian hukum kare$na de$ngan 

adanya ke$pastian hukum masyarakat akan le$bih te$rtib. Hukum be$rtugas me$nciptakan ke$pastian 

hukum kare$na be$rtujuan untuk ke$te$rtiban masyarakat.13  

Hukum be$rfungsi se$bagai pe$rlindungan ke$pe$ntingan manusia. Agar ke$pe$ntingan manusia 

te$rlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pe$laksanaan hukum dapat be$rlangsung se$cara no$rmal, 

damai, te$tapi dapat te$rjadi juga kare$na pe$langgaran hukum. Dalam hal ini hukum yang te$lah 

dilanggar itu harus dite$gakkan. Me$lalui pe$ne$gakan hukum inilah hukum ini me$njadi ke$nyataan. 

Dalam me$ne$gakkan hukum ada tiga yang harus se$lalu dipe$rhatikan ialah ke$pastian hukum 

(Re$chtssiche$rhe$it), ke$manfaatan hukum (Zwe$ckmassigke$it) dan ke$adilan hukum 

(Ge$re$chtigke$it).14 

Tingkat pe$rke$mbangan masyarakat te$mpat hukum dibe$rlakukan me$mpe$ngaruhi po$la 

pe$ne$gakan hukum kare$na dalam masyarakat mo$de$rn yang be$rsifat rasio$nal dan me$miliki 

tingkat spe$sialisasi dan diffe$re$nsiasi yang tinggi pe$ngo$rganisasian pe$ne$gak hukumnya juga 

se$makin ko$mple$ks dan sangat biro$kratis.  

Pe$ne$gakan hukum se$bagai suatu upaya pe$nanggulangan ke$jahatan akan dituangkan 

dalam suatu ke$bijakan yang dise$but de$ngan ke$bijakan kriminal atau po$litik kriminal. Ke$bijakan 

 
12 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, 

hal. 476. 

13 Sudikno Mertokusumo, 2013, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung  
14 Ibid  
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pe$naggulangan ke$jahatan atau juga dise$but criminal po$licy adalah se$bagian daripada ke$bijakan 

so$sial atau So$cial Po$lice$. 

 Be$rdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP pe$nyidikan adalah se$rangkaian tindakan pe$nyidik 

dalam hal dan me$nurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk me$ncari se$rta 

me$ngumpulkan bukti te$ntang tindak pidana yang te$rjadi dan guna me$ne$mukan te$rsangkanya. 

Yang be$rwe$nang me$lakukan pe$nyidikan be$rdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:  

- Pe$jabat Po$lisi Ne$gara Re$publik Indo$ne$sia. 

- Pe$jabat Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil te$rte$ntu yang dibe$ri we$we$nang khusus o$le$h undang-undang. 

Pada pro$se$s pe$nyidikan, pe$nyidik dibantu o$le$h pe$nyidik pe$mbantu yang dimana harus 

me$me$nuhi pe$rsyaratan guna me$lakukan pe$nyidikan antara lain:  

- Be$rpe$ndidikan se$kurang-kurangnya se$ko$lah lanjutan atas untuk pe$nyidik, atau se$kurang-

kurangnya be$rpe$ndidikan se$ko$lah bintara po$lisi baik untuk pe$nyidik maupun pe$nyidik 

pe$mbantu.  

- Me$mpunyai pe$nge$tahuan dan pe$ngalaman yang be$rhubungan de$ngan pe$nyidikan. 

- Me$mpunyai ke$cakapan dan ke$mampuan baik psikis maupun fisik untuk me$lakukan tugas 

pe$nyidikan.  

Dasarnya pe$rihal pro$se$s pe$nyidikan tindak pidana pe$mbunuhan anak sama saja se$pe$rti 

pro$se$s pe$nyidikan lainnya. Pro$se$s pe$nyidikan yang dimaksud be$rtujuan guna me$ngungkap 

dugaan pe$ristiwa ke$jahatan diduga dilakukan o$le$h pe$laku. 

Le$bih je$lasnya tahap pe$nyidikan tindak pidana pe$mbunuhan anak ini be$rdasarkan hasil 

wawancara te$rhadap pe$nyidik dijabarkan se$bagai be$rikut: 

1. Membuat laporan dan pengaduan  

Be$rdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-Undang No$mo$r 8 Tahun 1981 te$ntang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lapo$rannya adalah pe$mbe$ritahuan yang disampaikan 

o$le$h se$se$o$rang kare$na atau ke$wajiban be$rdasarkan Undang-Undang ke$pada pe$jabat yang 

be$rwe$nang te$ntang te$lah atau se$dang atau diduga akan te$rjadi pe$ristiwa pidana. Me$nurut Pasal 

1 butir (25) KUHAP pe$ngaduan adalah pe$mbe$ritahuan dise$rtai pe$rmintaan o$le$h pihak yang 

be$rke$pe$ntingan ke$pada pe$jabat yang be$rwe$nang untuk me$nindak lanjuti. 

Hal-hal yang harus dipe$rhatikan dalam me$mbuat lapo$ran be$rdasarkan pasal 103 KUHAP 

antara lain:  

a. Lapo$ran yang dibe$rikan harus se$cara te$rtulis dan harus ditandatangani o$le$h pe$lapo$r atau 

pe$ngadu.  

b. Lapo$ran yang dibe$rikan harus se$cara lisan dan dicatat o$le$h pe$nyidik dan ditandatangani 

o$le$h pe$lapo$r atau pe$ngadu dan pe$nyidik.  

c. Dalam pe$rihal me$lapo$r, pe$ngadu tidak dapat me$nulis kare$na hal itu harus dise$butkan 

dalam lapo$ran atau pe$ngaduan te$rse$but. 

2. Pemeriksaan Saksi  

Saksi me$rupakan o$rang yang bisa me$mbe$rikan ke$te$rangan guna ke$pe$ntingan dan pe$radilan 

te$ntang suatu pe$rkara pidana yang ia de$ngar se$ndiri, ia lihat se$ndiri, dan ia alami se$ndiri. Pe$rihal 

tindak pidana pe$mbunuhan anak ini yang me$njadi saksi me$rupakan pe$ke$rja sampah yang se$ring 

me$ngambil sampah di lo$kasi pe$rumahan te$mpat ia me$ne$mukan mayat bayi te$rse$but. 

Saksi wajib hadir pe$rihal panggilan o$le$h pe$nyidik. Jika saksi tidak  hadir se$lama dua kali 

panggilan de$ngan alasan yang wajar, maka pe$nyidik be$rhak datang ke$ ke$diaman saksi 

be$rdasarkan Pasal 113 KUHAP. Saksi dapat hadir tanpa panggilan apabila saksi datang 

be$rsama pe$lapo$r atau pe$ngadu. Saksi dapat me$mbe$rikan te$ntang yang ia lihat se$cara luas tanpa 

adanya inte$rve$nsi dari pihak manapun. Be$rdasarkan Pasal 116 KUHAP me$nyatakan: 

a. Saksi dipe$riksa de$ngan tidak sumpah ke$cuali apabila ada cukup alasan untuk diduga 

bahwa ia tidak dapat hadir dalam pe$me$riksaan pe$ngadilan.  
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b. Saksi dipe$riksa se$cara te$rse$ndiri.  

c. Dalam pe$rihal pe$me$riksaan, calo$n te$rsangka dimintai ke$te$rangan apakah dia 

me$mpunyai saksi yang dapat me$nguntungkan baginya dan bila ada maka itu 

dicantumkan di dalam be$rita acara. 

 d. Pe$rihal se$bagaimana te$rcantum ayat (3) maka pe$nyidik sangat wajib me$manggil dan 

me$mriksa saksi te$rse$but. 

3.        Pemeriksaan tersangka 

      Te$rsangka me$rupakan o$rang yang disangka me$lakukan tindak pidana atau pe$rbuatan tindak 

pidana yang dilarang o$le$h hukum atau pe$raturan hukum. Pe$rihal te$rsangka dalam Pasal 1 angka 

14 KUHAP maka te$rsangka adalah se$se$o$rang yang kare$na pe$rbuatannya atau ke$adaannya 

be$rdasarkan bukti pe$rmulaan patut diduga se$bagai pe$laku tindak pidana.  

Se$se$o$rang yang dapat disangkakan me$lakukan tindak pidana maka harus me$mpunyai 

syarat yang antara lain:  

a. Harus ada subje$k hukum. 

 b. Harus ada pe$raturan hukum.  

c. Harus ada unsur de$ngan se$ngaja. 

Pe$rihal me$nge$nai pe$nangkapan dan pe$nahanan te$lah dimuat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Pasal 18 dan Pasal 20. 

Te$rkait pe$rkara pidana pe$mbunuhan anak yang te$rmuat dalam Pasal 341 KUHP maka 

pe$laku di wajibkan ditahan de$ngan hukuman pidana pe$njara paling lama 7 tahun 

4. Gelar perkara 

Ge$lar pe$rkara dilaksanakan dalam awal pro$se$s pe$nyidikan, pe$rte$ngahan pro$se$s 

pe$nyidikan, dan akhir dari pro$se$s pe$nyidikan be$rdasarkan Pe$raturan Ke$po$lisian Ne$gara 

Re$publik Indo$ne$sia No$. 14 Tahun 2014 te$ntang manaje$me$n pe$nyidikan. Dalam hal ini, se$be$lum 

me$masuki pro$se$s pe$nyidikan harus diadakan ge$lar pe$rkara te$rle$bih dahulu guna me$masuki 

pro$se$s pe$nyidikan. 

 Ge$lar pe$rkara yang dimaksud Pasal 15 huruf e$ maka ge$lar pe$rkara dibagi dua yakni: 

a. Ge$lar Pe$rkara Biasa 

Ge$lar pe$rkara biasa,  Ge$lar pe$rkara biasa yang dimaksud te$rtuang didalam 

Pasal 16 huruf 

b. Ge$lar pe$rkara khusus.  

Ge$lar pe$rkara khusus dilaksanakan te$rhadap kasus-kasus te$rte$ntu de$ngan pe$rtimbangan:  

➢ Me$me$rlukan pe$rse$tujuan te$rtulis Pre$side$n/Me$ndagri/Gube$rnur.  

➢ Me$njadi pe$rhatian publik se$cara luas. 

➢ Atas pe$rmintaan pe$nyidik. 

➢ Pe$rkara te$rjadi dilintas ne$gara atau lintas wilayah dalam ne$ge$ri. 

➢ Be$rdampak massal atau ko$ntije$nsi. 

➢ Krite$ria pe$rkaranya sanagat sulit.  

➢ Pe$rmintaan pe$nce$kalan dan pe$ngajuan DPO$ ke$ NCB Inte$rpo$l/Divhubbinte$r Po$lri.  

➢ Pe$mbukaan blo$kir re$ke$ning. 

5. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum 

Hasil dari pe$nyidikan yang dilakukan o$le$h pe$nyidik akan dimuat didalam be$rita acara 

pe$nyidikan. Se$te$lah be$rkas pe$rkara se$le$sai dilakukan maka se$ge$ra me$lakukan pe$mbe$rkasan 

lanjutan. Pe$nye$le$saian be$rkas pe$rkara te$rse$but harus me$liputi re$sume$ be$rkas pe$rkara dan 

pe$mbe$rkasan. 

Pasal 73 ayat (2) me$muat apa saja yang harus dipe$rhatikan dalam pe$mbuatan be$rkas, Be$rkas 

dinyatakan le$ngkap o$le$h jaksa pe$nuntut umum (P-18) maka  pe$nyidik harus me$le$ngkapi be$rkas 

be$rdasarkan pe$tunjuk jaksa pe$nuntut umum (P19). Pe$nye$rahan barang bukti dan juga te$rsangka 

dilakukan be$rdasarkan pro$se$dur yang se$suai Pasal 75 Pe$raturan Ke$pala Ke$po$lisian Ne$gara 

Re$publik Indo$ne$sia. 
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Te$rkait barang bukti be$rdasarkan Undang-Undang No$. 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 

5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah me$nurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP te$rdiri 

dari:  

1) Ke$te$rangan saksi. 

 2) Ke$te$rangan ahli.  

3) Surat-surat.  

4) Pe$tunjuk. 

 5) Ke$te$rangan te$rdakwa 

Te$rkait ke$te$rangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir (27) KUHAP dite$ntukan bahwa 

ke$te$rangan saksi adalah salah satu alat bukti pe$rkara pidana yang be$rupa ke$te$rangan dari saksi 

me$nge$nai suatu pe$ristiwa pidana yang ia de$ngar se$ndiri, ia lihat se$ndiri, dan ia alami se$ndiri 

de$ngan me$nye$butkan alasan dari pe$nge$tahuan. 

Te$rkait ke$wajiban saksi me$ngucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih me$ngikuti 

pe$raturan lama (HIR), dimana dite$ntukan bahwa pe$ngucapan sumpah me$rupakan suatu 

ke$harusan bagi se$o$rang saksi se$bagai alat bukti be$rdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) 

KUHAP. 

Te$rkait ke$wajiban saksi me$ngucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih me$ngikuti 

pe$raturan lama (HIR), dimana dite$ntukan bahwa pe$ngucapan sumpah me$rupakan suatu 

ke$harusan bagi se$o$rang saksi se$bagai alat bukti be$rdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) 

KUHAP. 

Dalam pandangan Saroinsong, sanksi bagi pelaku pembunuhan sangat berat, termasuk 

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana 

dan keadaan yang menyertainya15 

 

IV. Penutup 

a. Kesimpulan 

1. Pe$ristiwa pe$mbunuhan yang dilakukan o$le$h ibu kandung se$be$lum dijatuhi hukuman se$suai 

de$ngan undang-undang pidana haruslah  di buktikan de$ngan unsur ke$jadiannya. Unsur yang 

dimaksud adalah : 

Unsur ke$se$ngajaan, atau juga yang dise$but unsur subje$ktif yaitu niat batin pe$laku 

yang timbul kare$na se$ngaja, se$bagaimana dalam pasal 3378 KUHP. Pada pasal 340 

KUHP me$ngatur ke$se$ngajaan yang be$rbe$da arti yaitu pe$rbuatan yang dise$ngaja 

untuk me$nghilangkan nyawa o$rang lain de$ngan dire$ncanakan te$rle$bih dahulu. Ada 

tiga (3) syarat yang harus dipe$nuhi yaitu : adanya pe$rbuatan, adanya suatu ke$matian 

o$rang lain, dan adanya hubungan se$bab akibat antara pe$rbuatan dan akibat ke$matian 

o$rang lain.  

2. Pro$se$s pe$ne$gakan hukum yang be$rke$adilan akan te$rwujud dalam hukum po$sitif apabila 

asas-asas atau nilai-nilai yang te$rdapat dalam ke$adilan dapat diimple$me$ntasikan de$ngan 

baik. Se$baliknya jika asas-asas yang te$rdapat dalam ke$adilan tidak dilaksanakan de$ngan 

baik maka pe$ne$gakan hukum yang be$rke$adilan tidak akan te$rwujud. Pe$ran ke$kuasaan 

pe$nyidikan, ke$kuasaan pe$nuntutan, ke$kuasaan me$ngadili dan ke$kuasaan pe$laksanaan 

putusan atau pidana yang dijalankan o$le$h alat pe$ne$gak hukum le$wat fungsi masing-masing 

dalam pe$nanganan kasus pe$mbunuhan anak o$le$h ibu kandung harus didasarkan pada 

hukum po$sitif di Indo$ne$sia.  

b. Saran 

1. Pe$rkara pidana pe$mbunuhan yang dilakukan o$le$h ibu kandung me$rupakan gambaran bahwa 

ke$jahatan dapat dilakukan o$le$h o$rang yang me$mpunyai ikatan darah yang dalam 

 
15 Siringoringo, I. T. A., Manangin, S., & Saroinsong, S. (2024). TINJAUAN HUKUM PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENOLAKAN HUKUMAN MATI. Constituendum, 6(02), 1-10. 
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pe$mbuktiannya alat pe$ne$gak hukum harus me$mpe$rhatikan unsur-unsur se$cara ce$rmat yang 

disangkakan ke$pada pe$laku. 

2. Pe$ne$gakan hukum se$bagai suatu upaya pe$nanggulangan ke$jahatan akan dituangkan dalam 

suatu ke$bijakan yang dise$but de$ngan ke$bijakan kriminal atau po$litik kriminal. Ke$bijakan 

pe$naggulangan ke$jahatan atau juga dise$but criminal po$licy adalah se$bagian daripada 

ke$bijakan so$sial atau So$cial Po$lice$. Pe$me$rintah dalam hal ini aparat pe$ne$gak hukum harus 

me$laksanakan pe$ne$gakan hukum se$cara ko$nsiste$n 
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